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WALIKOTA SEMARANG,

bahwa penerimaan peserta didik dalam satuan pendidikan merupakan
suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang
beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat
yang maju, adil, makmur, dan beradab;

bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan penerimaan
peserta didik yang baik berdasarkan asas keadilan dan
keterbukaan, maka diperlukan pedoman sebagai petunjuk
operasional bagi satuan pendidikan;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu
diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Sistem dan
Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa Yogfakarta;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 20O5 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548):
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 nomor 4t, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4960),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan

Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
14t I ).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan

Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3412)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar(Lembaran Negara Repubtik

Indonesia Tahu 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun '1990 tentang Pendidikan

Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29

Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahu 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 3764);

Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang

Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Semarang Nomor 4).
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Semarang.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan

tertentu.

7. Pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan

pendidikan.

8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan pada jalur formal.

g. Satuan pendidikan bertaraf internasional yang selanjutnya disingkat SBI adalah

pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar nasional pendidikan

(SI.IP) yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar

mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.

10. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan

kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

I l. Rayonisasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik

dengan mempertimbangkan jumlah lulusan masing-masing wilayah.

12. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik
yang diterima pada awal tahun pelajaran.

13. Sumber daya adalah pendukung penyelenggaraan pendidikan berupa manusia,

keuangan maupun sarana prasarana.
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I]AB II
MAKS(JD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistcr.r dan tala cara pcncrinraan pcscrta didik dimaksudkan sobagai pcdoman dalam
pclaksanaan pencrimaan pcs.rla didik pada jcnjang pendidikan 'l'aman Kanak-Kanak,
Sckolah [)asar, Sckolah Mcncngah l)crtama, Sckolah Mencngah Atas r.an Sekolah
Mcnc'gah Kcjuruan atau scdcrzrjat yang sclanjutnya disebut l K, St), SMp, SMA drn
SMK.

Pasal 3

Sistcrr dan tata cara pencrimaan pc.jerta didik scbagaimana dinraksud da!am pasal l
bcnuiuan untuk:

a. ';rcnjanin terciptanya koordinasi, konsistcnsi, intcgrasi dan sir,crgi altar satudn
pcndidikan dalam pcncrimaan pcscrta didik;

b. rncrvujudkan pengeroraan pcncrimaan pcserta ditiik yang baik, lancar, sederhana
dan terbuka berdasarkan asas kcadilan dan keterbukaan; serta

c 'newujudka,t pencapaialr pcnggunaan sumber daya secara efisien dan efcktifdalarr
penerimaan peserta ditlik.

I]AB III
PENYtrLENGGARAAN PENIII{IMA,AN PBSERTA DII)IK

Pasal .l

Psnerimaan peserta didik dilaksanakan olch pcngclola satuan pcndidikan scspai dcngan
daya lampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dina.r.

lrasal 5

(l) Penerimaan pescrta didik dirakukan pcngcrora satuan pencridikan dengan
membentuk dan menctapkan kepanitiaan di masing-masinli trngkat satuan
pr:ndidikan.

(l) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri :.tas penanggung jawah,
ketua. sekrr:taris, bendahara dan seksi-scksi sesuai kcbutuhan

(3) l':rnbcntukan can penetapan kcpanitiaan sebagaimana d,maksurr pada ayat (2)
dikctahui l.-omite Sekolah atau Majclis Sekolah.

Pasal 6

'l ahapi: n penyclenggaraan pcncrimaan pcserta tlidik moliputi:
a. pengurllunlanl
b. pcndaliaran;
c. scicksi;
d. pcnctapan hasil sclcksi; dan
c. daliar uleng.



I}AII IV
PING TJMUMAN I)AN PI]NDAFTAIIAN

Ilagian Kesatu
l)cngumuman

I'as:r | 7

(l) I)cngunrur,an sebagainrana dirnaksud dalam l)asal 6 hurul'a, atli.lah informasr
k,:parla masyarakat yang mcmuat waktu pclaksanaan dan pcrsyarat;rn pcndaftaran,
st:lel.si, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.

(2) V/aktu pclaksanaan dan persyaratan pendaftaran sebagaintana climaksud parJa
ayat ( I ) diatur lebih lanjut olel.r Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pcrsyaratan

Pasal 8

Persyuratan pcnerimaan peserta didik 'lK dan SD ditentukan bcrtlasarkan umrrr
sebagaimana Jiatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangdn yang berlaku dar,
kcdckatan tcmpat tinggal calon pescrta didik dcngan satuan pendidikan yang dituju.

l'asal 9

I)ersyaratirn pencrimaan pos.rta didik SMI' adalah sebagai bc, ikut:

a. nremiliki ijazah SD/MI (Madrasah lbtida'iyah) atau surat ketemngan yang
lrerpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI, ijazah Program Pakct ,,\/i;azah saturur
penCidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama,/setingkat dcngan SD;

b. nrcmiliki kartu keluarga (KI(); dan

c. calon peserta didik paling tinggi berumur 18 (delapan belas) lahun pada hai
pcrtama tahun pelajaran baru.

l'asal l(r

l)crsl,aratan pcncrimaan pcscrta didik SMA adalah scbagai berikut:

a. nremiliki ijazah SMP/MTs (Madrasah Tsanawiyah) atau surat ketcrangan yanL
berpenghargaan sama dcngan ijazah SMP/M'l's, ijazah program paket B/ijazah
s,rtuan pendidikan luar negeri yang dinilai/diha:.gai sama,/setingkat derrgan SMp;

b. nremiliki kartu keluarga (KK); dan

c. calon peserta didik paling tinggi hcrurnur 2l (dua puluh satu) tnhun pada hari
pc,larra tahl n pelajaran baru.



Itasal I I

Pcrsyaratan penerimaan pcserta didik SMK adalah scbagai berikut:

a. nrcniliki i.iazah SMI'}/M1's atau surat kctc:angan yang bcrpcnghzrrgaan sami'

cengan ijazah S M I'lij az.ah prograll pakct l)/ijazah satuan pcndiJikan lua'

ncgcri yang drnilai/dihargai sanra/sctingkatdcngan SMP;

b. mcmilil i kartu keluarga (KK );

c. calon peserta didik palng tinggi berumur 2l (dua puluh satr-,) tairun pada hari
pertama tahun pelajaran baru;

d. r'.remiliki surat keterangatr berbadan sehat dari dokter pemerintah lrang ditunjuk;
drn

e. mengikuti tes yang diselenggarakan pihak satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal l2

(l) Pendaftaran penerimaan pcscrta didik dilaksanakan oleh masing-rnasing satuan
pendidikan sesuai persyaratan d.rn tata cara yang ditetapkan.

(2) Pr:rsyaratan dan tata cara scbagaimana dirnaksud pada ayat (l) diat rr lebih lanj rt
oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yal)g
bcrlaku.

Pasal 13

( I ) Penerimaan peserta didik dapat dikenakan biaya pendaftaran.

(2) Biaya penoaftaran sebagaimana dimaksud ayat (l) diatur lebih lanjut oleh Kepala
Dinas berdasarlan ketentuan perirturan perundang-undangan yang bcrlaku.

BAI} V
SELICKSI I)AN I)AFTAR ULANG

llagian Kcsatu
Sclcksi

Ptsal l4

(l) Sistem dan mekanisme pencrimaan pcserta didik dilaksanakan melalui seleksi
apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuzur pendidikan
bcrdesarkan asas keadilan dan keterbukaan.

(2) Sr:leksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi regu'er
dan/atau seleksi mandiri dan/atau seleksi SBI.



Pasal 15

(l ) Scleksi reguler adalah seleksi penerimaan peserta didik sesuai persyaratan

sebagaintana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Prsal l0 dan Pasal I I .

(2) St:leksi mandiri adalah seleksi penerimaan peserta didik berdasarkan persyaratarr

tertentu dan/atau k tusus sesuai dengan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang

tcrdiri darr seleksi sisrva berpotensi dan seleksi khusus.

(3) Selcksi SIll diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang bcrlaku.

Pasal l6

Seleksi reguler penerimaan peserta didik mengutamakan:

a. calon peserta didik anak kandung guru dan/atau karyawan yang n endaftar pada

satueln pendidikan di mana orang tuanya scbagai guru dan/atau k;lryawan pada

satuan pendidikan tersehut;

b. calop pescrta didik yang tcmpat tinggalnya bcrbatasan lat,gsttttg ti':tlgatt satuart

pendidikan yang dituju; dan

c. cirlgn pcscrta didik yang rnenjurarai lomba tingkat intenrasional <lan/atau jur-a

pcrtama lomba tingkat nasional dengan tctap mcmpcrhatikan kcmamp'unn akademik

ncscrta didik.

I'asal l7

(l) Sclcksi rcguler pencrirnaarr pcserta didik l'K dan SD dilak.sanakan aptrbila pendaftar

rrclebihi daya tampung.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (l) dilakukan bcrdasarkan umur Jan kedekatan

tc:nrpat tinggal calotr pcsorta didik dengan satuan pendidikan yang ditt.iu.

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan ketentuan scbarlai berikut:

a. umur calon peserta didik yang lcbih tinggi diutamakan; dan

b. tempat tinggal calon peserta didik yang lcl,ih dekat dcngan saluitt.t pcndidikan

yang dituju diutamakan.

I'asal l8

( I ) Sclcksi regulcr pcncrimaan pcscrta didik SM l'} dilaksanakan tlctlgztn siste,tt

ral,enltut' berdasarkan tempat tinggal.

(2) Scleksi sebagairnana dimaksucl ayat (l) diatur dcngan ketentuan sebagai berikut:

a. menggunukun peringkat dari jumlah nilai ujian akhir satuim pendidikar

berstandar nasional (UASBN) SD tertulis;

b. prestasi di bidang akademik, olah raga, kesenian, dan bidang kete:rarnpilan, baik

pribadi maupun kelornpok dihargai sebagai tambahan nilai yang besarnya

clitetapxan oleh KePala Dinas; dan

c. tcrnpat tinggal calon pescrta iidik dalam rayon lcbih diutamakan'
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(l)

(2)

Pasal l9

ScJelsi r.:guler pcnerimaan pcscrta didik SMA dilaksarrakan dcngan sistem

rayon isasi bcrdasarkan tempat tinggal.

Sclcksi scbagaimana dinraksud ayat (l ) diatur dcngan ketentuan sebagai bcrikut:

a. mcnggunakatr peringkat darijumlah nrlai ujian nasional (UN) SMP/MTs tertulis;

b. prestasi di bidang akademik, olah raga, kesenian, dan bidang keterampilan, baik

prihatli maupun kelompok dihargai sebagai tambahan nilai yang besamya

ditctapkan oleh Kcpala Dinas: dan

c. 'entpat tinggal cirlon pcscrta didik d;rlam rayon lcbih diutamal an'

Pasal 20

Sclcksi roguler penerimaan pcscrta didik SMK dilaksanakan (,cngan tidak

mengg'unakan sistem rayonisasi bcrdasarkan lcmpat tinggal.

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai

berikut:
a. menggunakan peringkat jumlah nilai UN SMP,MTs tertulis dan tes khusus

dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan

b. prestasi di bidang akademik, olah raga, kescnian, dan bidang ketelampilan baik

pribadi maupun kclompok dihargai sebagai tambahan nilai y;-.ng besamya

ditetapkan oleh Kepala Dinas;

l':rsal 2l

Seteksi mandiri penerimaan pcserta didik dilaksanakan berdasiu'kae persyaralar

tertentu dan/atau khusus sesuai dengan MBS yang dilakul<an pada jeniang SMP'

Slr{A dan SMK.

Clalon pescrta oidik yang telzih ditcrinra pada selcksi mandiri tidak d pcrbolehkart

66'ngikuti seleksi lain penerimaan peserta didik pada tahun pelajaran )ang sama.

Pasal22

Seleksi nandiri pcncrimaan peserta didik melalui seleksi siswa bcrpotensi diatur

Iel'ih lanjut oleh Kcprla Dinas

Seleksi mandiri penerimaan pese(a didik mclalui seleksi khusus dirlasarkan pada

k.'1! ntuan schagai hcrikut.
a. calon peserta didik yang menrberikan kontribusi besar dalam peningkatan mtrtu

satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kemampuan akaCemik peserta

tlidik; dan
b. ,ctap mcmperhatikan nilai tIASIIN atau (JN.

(l)

(2)

(l)

(2)

(l )

(2)
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Pasal 23

Selcksi penerimaan peserta didik bcrdasarkan seleksi mandiri ditentukan d,.:ng&n

proporsi ketentuan sebagai berikut:

1. sclcksi siswa berpotensi menerima pescrta didik maksimal 5 (lima) persen dari day'r

tampung; dan

b. scleksi khusus menerima pesefla didik maksimal 10 (sepuluh) perserr cari daya

tampung.

Pasal 24

Calon pcscrta sclcksi rnandiri dinyatakan gugur apabila yang bersangkutln tidak lultrs

ujian nasional dan/atau ujian satuan pendidikan.

Pasal 25

(1) S:lcksi penerimaan peserta didik oleh satuan pendidikan dapat dilaksanakan

mulalui scleksi regulcr, seleksi SBI, selcksi mandiri, dan/atau gabtrngan diantara

kctiganya atau keseluruhan sclcksi.

(2) Selehsi penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

bcrpcdoman pada daya tampung rnaksirnal tiap kelas ser;uai denga;r
l<etentuan peraturan perundang-untlangan yang berlaku.

Pasal 26

Sistem rayonisasi satuan pendidikan untuk seleksi penerimaan pescrta didik diatur

lcbih laniut oleh Kepala Dinas.

llagian Kcdua
Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 27

(l) Penetapan peserta didik yang telah diterima oleh satuan pendidikan dilakukan
setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.

(2) Pcnctapan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh pengelola satuan

p,cndidikan dan diumumkan kcpada masyarakat yang dikoordir,asi olch Dinas.
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Bagian Keenam
Daftar Ulang

Pasal 28

(l) Peserta didik yang telah diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar
ulang.

(2) Tata cara dan persyaratan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur
lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VI
MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 29

Penerimaal peserta didik mutasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Republik Indonesia (PNS/TNI/POLRI), orang tua,/walinya memiliki surat
keputusan pindah tugas dari instansi yang berwenang dan melampirkan penilaian
hasil belajar dari satuan pendidikan asal;

b. peserta didik bukan anak PNS/TNI/POLRI, orang tua./walinya memiliki kartu tanda
penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan pindah dari lurah,&epala desa asal dan
melampirkan hasil penilaian belajar dari satuan pendidikan asal;

c. perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan di luar negeri harus dilampiri hasil
penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal pendidikan Dasar dan
Menengah (Dirjen Dikdasmen);

d. perpindahan satuan pendidikan dari satuan pendidikan di luar pembinaan
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) atau satuan pendidikan yang tidak
diselenggarakan dan dibina oleh Pemerintah Indonesia ke satuan pendidikan dalam
lingkungan pembinaan Dirjen Dikdasmen dapat dilakukan dengan tes penempatan
oleh satuan pendidikan yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari Dirjen
Dikdasmen sesuai ketentuan yang berlaku;

e. penempatan peserta didik pindahan diutamakan pada satuan pendidikan yang sejenis
dan status akreditasinya sama;

f. perpindahan peserta didik dilakukan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan atau I
(satu) semester dan atau setelah menerima buku laporan penilaian
perkembangan/laporan hasil belajar semester 1 (satu) atau semester sebelumnya;

g. perpindahan peserta didik diusahakan pada satuan pendidikan yang berdekatan
dengan tempat tinggal orang tua,/wali anak didik yang bersangkutan;

h. penerimaan peserta didik pindahan dari luar kota Semarang dan luar provinsi harus
mendapat persetujuan dari kepala satuan pendidikan yang dituju dan diketahui oleh
Keoala Dinas:
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i peserta didik pindahan dari madrasah (MI/MTs/MA) dapat diterima pada satuan

pendidikan umum yang setingkat; dan

satuan pendidikan asal wajib melengkapi berkas pindahan peserta didik dengan

menyerahkan buku laporan tentang sikap/perilaku,budi pekerti, dan kepribadian

serta prestasi akademik peseta didik kepada satuan pendidikan yang dituju

BAB VII
PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 't! Hri 2O@E

H. ST]KAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1t lLi 20oE

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG%x
H. SOEMARMO. HS

gEftt.


